
Polemik Alih Status Pegawai KPK,
Jokowi Diminta Turun Tangan
Realitarakyat.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat, Presiden Joko
Widodo perlu turun tangan dalam menangani persoalan 75 pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seperti diketahui, 75 pegawai KPK dinyatakan tak lolos tes wawasan kebangsaan
(TWK) dalam rangka alih status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo hal itu perlu dilakukan apabila Presiden
Jokowi benar-benar memiliki kepentingan yang tegas dan jelas dalam pemberantasan
korupsi.

“Ya sangat perlu kalau memang Pak Presiden (Joko Widodo) punya kepentingan yang
tegas, yang jelas dalam pemberantasan korupsi,” kata Adnan di diskusi virtual
Polemik MNC Trijaya bertajuk “Dramaturgi KPK”, Sabtu (8/5/2021).

Adnan mengatakan, dalam proses penetapan keputusan atas nasib 75 pegawai yang
tidak lolos tes tersebut, KPK, Kementerian PAN RB, dan Badan Kepegawaian Negara
(BKN) terlihat saling melempar tanggung jawab.

Ia menuturkan, tidak ada kordinasi yang jelas antara ketiga kementerian
tersebut.

“Pimpinan KPK dengan keputusan 75 (orang) itu dikategorikan sebagai TMS (tidak
memenuhi syarat) melempar keputusannya kepada Kemenpan RB untuk dieksekusi,
untuk tidak diloloskan atau dipecat dan lain-lain,” ucapnya.

“Dan Pak Tjahjo balik lagi menyerahkan sepenuhnya bahwa itu urusan internal
KPK,” imbuhnya.

Selain itu, ia menduga bahwa TWK merupakan sarana untuk menyingkirkan 75 pegawai
KPK yang tidak memenuhi syarat tes.

Pasalnya, menurut dia, ada pertanyaan di dalam tes tersebut tidak relevan untuk
ditanyakan kepada pegawai KPK.

“Itu dimaksudkan hanya untuk membuat 75 orang ini angkat kaki dari KPK dengan
sebuah proses yang saya kira menghinakan. Karena pertanyaannya sangat tidak
relevan untuk ditanyakan,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK mengumumkan ada 75 pegawainya yang tidak lolos TWK
sebagai proses aliih status kepegawaian menjadi ASN.
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Kendati demikian, KPK menegaskan tidak pernah memecat pegawai yang tidak lolos
TWK.

Sekjen KPK Cahya Harefa menuturkan, KPK akan menunggu penjelasan dan tindak
lanjut mengenai hasil tes dari Kemenpan RB dan BKN.

“Selama belum ada penjelasan lebih lanjut dari Kemenpan RB dan BKN, KPK tidak
akan memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat,” kata
Cahya, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Rabu (5/5/2021).

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Menpan RB) Tjahjo Kumolo sempat mempertanyakan sikap KPK terkait 75 pegawai
yang tidak memenuhi syarat dalam TWK.

Ia juga menyebut persoalan itu merupakan masalah internal KPK.

“Keputusan dari tim wawancara tes, hasil diserahkan (kepada) KPK, pimpinan KPK,
ya sudah selesai. Kok dikembalikan ke Kemenpan RB? Dasar haknya apa? Ini kan
internal rumah tangga KPK,” kata Tjahjo kepada wartawan, Rabu (5/5/2021).

Namun belakangan, Tjahjo mengatakan penjelasan Sekjen KPK Cahya Harefa dalam
konferensi pers, Rabu (5/5/2021) sudah benar.

Ia menegaskan kementeriannya akan mendukung proses yang dilakukan BKN terkait
nasib 75 pegawai KPK tersebut.

“(Kementerian) PAN RB akan dukung proses BKN sebagai penyelenggara tes wawasan
kebangsaan sebagaimana dasar dari Peraturan KPK,” ujar Tjhajo kepada Kompas.com,
Kamis (6/5/2021). (ndi)


